BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN \
BUPATI KEPAL4 DAERAH TINGKAT II NGANJUK A
NOMOR : bb T4HUN 1992 0
TENTANG
PEMBERIsN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA
AN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN-
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOT4NYA / WALI MURID TaHUN 1991.

BUPATI KEP:Ls DaERsH TINGKAT II NGANJUK

. MENIMBANG $ a., Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan
ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP
Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai -
baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyara -
kat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelengga-—
raan Pendidikan ( BP 3 ) ;

b, Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaruan Pendidikan (BP 3)

SMP Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para ang

gotanya ali murid pada tanggal 14 Oktober 1991 yang dihadiri -

oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian de -

ngan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sara-

na pendidikan senilai Rp. 24.578.158 ,~ ( dua puluh empat juta

' lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan-
rupiah ) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wa

1i murid sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

co Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penye leng~
garaan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Nganjuk untuk menghim -
pun sumbangan dari para anggotanya/hali murid sepanjang usaha
tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk/kepentingan program pren
didikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepa
la Daerah.
MLNGIKG”T ¢ 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~-Pokok Pemerintag
an di Daerah ;
2. Undang=Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan vang dan -
Barang ;
3o Undang=Undang Nomor 2 Tzhun 1989 tentung Sistem Pendidikan Na -

sional ;



MEMFPERB.TIKaN

*

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 -

tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangane.

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan ilenteri Pendidik
an dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978
Nomor : PQUD/17/2/13/1978 dan KNomor : 8306/KPK/1978 tentang pu
ngutan masa sumbangan duri orang tua murid ;

2. Surat Kepula Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudaya
an Propinsi Jawa Tiuur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/104.2.2/
B18.84 perih.l pungutan pada Sekolah Negeri ;

3, Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudaya
an Propinsi Jawe Timur tanggal 28 Januari 1989 HNowor : 2199 /
104 /8/89 perihal pedoman tentung tatae cara perungutan dan penge
lolaen sumbangan Badan Peubantu Peryelenggaraan Pendidikan -
(B 3); '

4o Surat Keteranjgan/lercetujuan dari Lepala hantor Departemen Pen
didikan dan Hebudayaan Kabupaten Hganjuk tanggal 11 Pebruari -
1992 Nomor ¢ 273/I04.22/ B - 1972,

MEMUTUS KAN

KEPUTUSAN BUP.TT KEP..Lo D.ihal TILGEAT II NGuRJuK TELTLG PEMEERL

AN IJIN KEPsDa PENGURUS BubDell PRHBLNTU PEIYEILELGG.R.AN PENDIDIKaN

(BP 3) SiiP NoGERI I NG NJUK URPUR FEIGHIAPUN SUrdaliG.1i DaHL  PaRa

ANGGOPANY., i LI ¢[URID T,IUN 1991,

P».LSs.l.l 1

Memberikan ijin kepacda Pengurus Badan Pembantu Penyelengga
raan Fendidikan (BP 3) SwP Negeri 1 Nganjuk untui weaghimpun sum-
bungan dari pars anggotuuya Auli surid sejualah Rpe 24.5780158 =
(Dus puluh empat jutse lima ratus tujuh puluh delapan riou seratus
lima puluh delapan rupiah) dengan ketentuan sebagal bverikut :
ae Tidauk diperrenankan umenentukan sumbangan minimua dun maksimume
atau suuabangan secara tetap 3

be Sunbangan diberikun secara sukarela mufakat tunpa tekonun atau
paksaan

C. Sumbangan tiduk dijadikan sywrat untuk menerim. murid atau -
atau kenainan kelas dan sebagainya ;

do. Penarikan sumbangan dilakukan sesudzh seorung anak resmi dite-
rima menjadi murid atau sudah menjudi murid sekolah yang  ber
sangkutan

e, Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan pengguna
an sumbangan harus dilakukan dengan konkrit duan berencana, per
lu dipertanggung Jjawabkan kepada Rapat anggota BP % SwP dNege -
ri I Nganjuk 3;

fo Penarikan sumbangan uengguuakan daftar les suabusigum yang dila
kukan serndiri oleh Br 3 dan tiduk diberarkan sen ;| unukun perso

oo

Ill St‘i"(;‘ La}’ atall .mr‘id.



Pagal 2
Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, didapat dari sum
bangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-musing sebesar -
Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara

pembayaran diangsur 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan.
Pasal %

Penggunzan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, ditetapkan un
tuk keperluan membangun dan melengkapl sarana pendidikan yang perincian=-
ny& sebagai berikut :

a. Pembuatan 2 (\dua) ruang kelas sebesar seeececccccesss Rpe 17318.158,-
b. Pengaspalan halaman s

- Semir aspal seluas 204 m X EPs 14000,= cecsceaccecs Rpo 204.000,~

- Femtrasi dan semir aspal 24306 m X lipe 26500, ees BPe  54765.000,~
c. Biaya rapat/pertemuan wali murid, administrasi

dan lfﬂ.in“lain 48 6000 e0000068c00eacnasosecssseecocecscasss Rp. 102910000,—

Jumlah Rp- 240578-155!‘
(Duz puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima -
pulvh delapan rupiah).
Pasal 4
Pengurus BP 3 SMP Negeri I Nganjuk sebagaimana pasal 1 diatas, da
lan waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secarz tertulis harus
melaporkan hasil hasil penggundaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan ter

sebut kepada Rupati Kepala Daerah,

Fasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 diatas, wajib mentaati

Fetentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan terse
but untuk kepentingan lain selain melengkapl sarana prograi pendidikan -
SHF Negeri I Nganjuk.
Pagal ©
Bupati Kepala Daerah Tingk .t II Nganjuk sewaktu-waktu dupat meng -

iWas:

iagi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunadan suibalgul SUP lege=-

ri I Nganjuk.
Pa.:.;,.tl ?

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan de

nean ketentuan akan diadekan perubahan seperlunya apubila dikemudian hari

=

terdapat kekeliruan d idalamnya .

Ditetapkan di ¢ NG A N J UK
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Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;

Pembantu Gubernur di Kediri ;
Anggota MUSPIDA Kab,Dati II Nganjuk ;

Ketua DPHD Kab. Dati II Nganjuk ;

Kepala Kantor DEFDIKBUD Kabe Dati ITI -
Nganjuk, ;

Kepala Kantor SOSPOL Kab., Dati II Ngan —
juk ;

Kepala ITHILKsB Dati IT Nganjuk ;
Ketua Bappeda Kabe. Dati II Nganjuk ;
Keppla Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
Pembantu Bupati di Nganjuk }
Camat di Nganjuk ; )
Kepala SHP Negeri I Nganjuk ;
Ketva BP 3 SMP Negeri I Nganjuk ;

Kepala pagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;

Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Ting-
kat 1T Nganjuka




